PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2004
TENTANG
PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13, Pasal 15,
Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun
1998 tentang Kesgahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesgjahteraan Sosial Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasa 5ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang K esgjahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
LANJUT USIA.
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Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Kesgahteraan sosid adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi
oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin
yang memungkinkan bagi setiagp warga Negara untuk
mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah,
rohaniah, dan sosia yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga
serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta

kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Upaya Peningkatan Kesgjahteraan Sosial Lanjut Usia adalah
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi
antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan
lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi
sosianya dan berperan aktif secara wagar dalam hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60

(enam puluh) tahun ke atas.

Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu
melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat

menghasilkan barang dan/atau jasa.

Lanjut Usia Tidak Potensia adalah lanjut usia yang tidak
berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada
bantuan orang lain.

6. Perlindungan ...



10.

11.

12.

13.
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Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau
masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi
lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan
menikmati taraf hidup yang wajar.

Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat
tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf
kesgjahteraan sosialnya.

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan
menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia

untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.

Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Upaya Peningkatan Kesgjahteraan Sosia Lanjut Usia ditujukan

pada lanjut usia potensial dan lanjut usiatidak potensial.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

(1) Upaya Peningkatan Kesgahteraan Sosial bagi Lanjut Usia
Potensial meliputi :

2)

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

b.

C.

g.

pelayanan kesehatan;
pelayanan kesempatan kerja;
pelayanan pendidikan dan pelatihan;

pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam

penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan

hukum;

bantuan sosial.

Upaya Peningkatan Kesgahteraan Sosia bagi Lanjut Usia
Tidak Potensial meliputi :

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

b.

C.

pelayanan kesehatan;

pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam

penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;

pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan

hukum;

perlindungan sosial.

BABII ...
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PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

Upaya Peningkatan Kesgjahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan
oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesgjahteraan Sosial Lanjut Usia
dilaksanakan secara terkoordinass antar Pemerintah dan

masyarakat.

Bagian Kedua
Pelayanan K eagamaan dan Mental Spritual

Pasal 6

(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia
dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Y ang Maha Esa.

(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melaui
peningkatan kegiatan keagamaan sesual dengan agama dan

keyakinannya masing-masing.

Pasal 7 ...



